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REFORMASI MANAJEMEN ASN DI INDONESIA    

RULE-BASED 
BUREAUCRACY 

PERFORMANCE-BASED 
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GOVERNANCE 
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RPJM 2 (2010-2014): Reformasi Birokrasi    

Sistem Merit 
RPJM 3 (2015-2019): Birokrasi Berkelas Dunia 

RPJM 4 (2020-2024): 

SMART ASN 

2024 

Profil: 
• Integritas 

• Nasionalisme 

• Profesionalisme 

• Wawasan global 

• IT & bahasa asing 

• Hospitaity 

• Networking 

• Entrepreneurship 

MENUJU SMART ASN 2024 



SISTEM MANAJEMEN ASN BERDASARKAN 
UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN 

  

Note: 

13 Azas, 7 Nilai Dasar (BerAKHLAK), 21 Kode Etik & Kode Perilaku 

P R O F I L  A S N 

Profesional, Kinerja Tinggi, Perilaku Sesuai Nilai Dasar, Bebas Intervensi Politik 

dan Bersih dari KKN 

 

 

Manajemen        
ASN 

 

Sistem Merit 

Azas, Nilai Dasar dan Kode Etik & 
Perilaku 
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PENGERTIAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN DI INDONESIA 

Tujuan 

Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan  mereka pada 

jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai  kompetensinya. 

Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. 

Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. 

Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan  yang bertentangan dengan 

prinsip merit (nepotisme, primordialisme, favoritisme). 

Meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik. 

Dasar 
UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN:  

1. Pasal 1 ayat 5: Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN 

yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, 

serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

2. Pasal 1 ayat (15): “Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip 

meritokrasi”  

3. Penjelasan pasal 23 ayat (2) huruf d: "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya 

manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan 

moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, 

warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. 

4. Pasal 27 ayat (1) : Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. 

5. Pasal 27 ayat (2) : Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) diselenggarakan 

berdasarkan sistem merit. 







PNS 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 
Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN 

KERJA (PPPK) 

warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan dan/atau menduduki jabatan 

pemerintahan 

PPPK 

1. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara (pasal 8) 

2. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.(pasal 9 ayat 1) 

3. Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial (Pasal 13) 

APARATUR SIPIL NEGARA 
(menurut uu no. 20 Tahun 2023) 



 
ASPEK 

SISTEM MERIT 

8 

10% 

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN 
Kebutuhan pegawai dihitung secara tepat 

dengan Anjab & ABK.  

2. PENGADAAN 
Pengadaan pegawai dilakukan secara 

terbuka dan kompetitif. 

3. PENGEMBANGAN KARIER 
Pengembangan karier bertumpu pada 

pengembangan kompetensi & kinerja. 

4. PROMOSI DAN MUTASI 
Promosi & mutasi berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi dan kinerja. 

5. MANAJEMEN KINERJA 
Kinerja dinilai secara objektif & 

terukur, serta digunakan sebagai 

pertimbangan karier. 

6. PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, 
& DISIPLIN 
Tunjangan berdasarkan kinerja; 

penghargaan rutin untuk pegawai 

berprestasi; penegakan kode etik & 

kode perilaku. 

7. PERLINDUNGAN & PELAYANAN 
Instansi melaksanakan program 

perlindungan dan pelayanan pegawai. 

8. SISTEM INFORMASI 
Sistem informasi dimanfaatkan untuk 

penyelenggaraan manajemen ASN. 

10% 

30% 

10% 

20% 

10% 

4% 
6% 

ASPEK DAN BOBOT PENILAIAN 
PENERAPAN SISTEM MERIT (Menurut UU 5 Tahun 2004) 



MANAJEMEN ASN DALAM UU NO. 20 TAHUN 2023  
(Pasal 31) 

8 7 6 5 4 3 2 1 
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• Memiliki jabatan politik yang datang 

silih berganti setiap 5 tahun 

• Masa jabatan paling lama 10 tahun 

• Merumuskan dan menyatakan visi 

• Berbasis konstituen atau dukungan 

politik masyarakat melalui Pilkada 

• Memiliki karir dengan pangkat jabatan yang 

sistematis 

• Orientasi pelayanan masyarakat dan 

administrasi pemerintahan 

• Masa karir hingga 30 tahun / lebih 

• Menerjemahkan / merealisasikan visi Kepala 

Daerah 

• Jenjang karir berbasis uji kompetensi 

KEPALA DAERAH 
VS ASN  
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REKOMENDASI UNTUK MENJAMIN SISTEM MERIT PASCA PILKADA 



3 KATA KUNCI UNTUK MENJAMIN EFEKTIVITAS 

SISTEM MERIT PASCA PILKADA 
1. Komitmen dari para pimpinan (PPK) 

Adanya kemauan yang sungguh-sungguh / serius untuk mengimplementasikan sistem merit  

dalam kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN. 

 

2. Konsisten 
Mengimplementasikan sistem merit sesuai dengan kebijakan dan / atau Ketentuan 

Perundang-Undangan. Pengawasan sistem merit harus dilaksanakan oleh Lembaga yang 

bersifat independen dan pelanggaran terhadap sistem merit harus diberkan sanksi yang 

tegas.  

 

3. Berkelanjutan 
Pergantian kepemimpinan instansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap implementasi 

sistem merit. Pembinaan dan pengembangan sistem merit terus dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi pemerintahan.  

 







 
 

TERIMA 
KASIH 


